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Book Review

Civil Islam atau Uncivil State?
Masalah Demokratisasi dalam Masyarakat Muslim

Robert W. Hefner, Civil Islam. Muslim and Democratization in
Indonesia (Princeton, NJ: Princeton University Press), 2000.

Saiful Mujani

Abstract: Hefner, in his book entitled Civil Islam, proposes Indonesia as
a relevant case in the debate among students of Muslim society and de-
mocracy as to whether Islam is inimical to democracy. He argues that
Indonesian Muslims are more likely to support a democratic political sys-
tem because civil Islam, that is a set of beliefs within the Muslim commu-
nity that supports the separation of religious and political authority, plu-
ralism and tolerance of fellow (non-Muslim) citizens and their beliefs, is
persistent. From a political culture approach to democracy, this culture is
crucial for the emergence and consolidation of democracy. I, however,
believe that this book overstates the significance of civil Islam in the case
of Indonesia, and cannot explain the fact that democracy is a rare phe-
nomenon in the Muslim world, including in Indonesian bistory.

It is true that Islam was brought to the archipelago by traders and preach-
ers rather than by military expansion, and that these traders constituted a
community relatively autonomous of the state. Hefner highlights some
Muslim kingdoms or sultanates, especially in Buton, in which Muslim
traders played a significant role in the selection of the sultanate. He be-
lieves that this participation constituted a “plurocentric polity” which in-
dicates a precedence of civil Islam. I argue that this polity was a deviant
case as the majority of kingdoms or sultanates in the pre-colonial Archi-
pelago were more familiar with the unity of religion and state. Hefner
also notes the emergence of an autonomous Muslim community, i.e.
Pesantren, or Islamic schools. This community could have grown to be
important for a stronger civil Islam, but Hefner himself found that the
culture that grew within the Pesantren was not civil Islam, but rather a
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dependent and hierarchical pattern of loyalty of community members to
the leader, i.e. the kyai or Islamic teacher. This loyalty was almost abso-
lute.

A more significant emergence of civil Islam in Indonesia occurred in
the early rwentieth century when the “Islamic Union” (Sjarekat Isiam)
and Mubammadiyah were established by Muslims in the context of Dutch
rule. The former was established to accommodate and articulate Muslim
political interests. The latter was mainly concerned with providing edu-
cation and social services for Muslims, especially in urban areas. How-
ever, internal strife within the Sjarekat, and the involvement of
Mubammadiyab in the modernist movement that supported the establish-
ment of an “Islamic state”, a polity based on Islamic law or shari‘d, weak-
ened their potential for achieving civil Islam. Hefner also restates the fail-
ure of constitutional democracy in the early period of Indonesian inde-
pendence. Muslims, the Nationalists, and the Communists significantly
contributed to the failure of constitutional democracy because their ideo-
logical strife, that is the pro-Islamic state versus pro-secular state debate,
led to a deadlock in the process of achieving consensus regarding the con-
stitution. This failure of democracy was followed by the emergence of
Sukarno’s authoritarian regime, and by severe ideological and class con-
Mict between the Communist and the Muslim-backed military.

Subarto secured the national leadership and established and consoli-
dated another, stronger, authoritarian form of government. The repres-
sive government, especially from the late 1960s through 1997, constrained
horizontal conflict. The fall of Subarto in 1998, followed by the opening
up of democracy, has provided a test for the importance of civil Islam.
However, an uncivil face of society, in which religious and communal
conflict and social disorder has occurred, has emerged. Students of Indo-
nesian politics may thus question whether civil Islam exists in Indonesia
to any significant extent.

However, Hefner largely emphasizes the interaction of an uncivil state
and conservative Islam or rezimist Islam to explain the horizontal con-
flict and social disorder in contemporary Indonesia. This argument has
in fact analytically undermined the importance of civil Islam in the pro-
cess of democratization, which is the core thesis of this book. Like many
younger scholars of Muslim society, Hefner at least implicitly overempha-
sizes the positive views of Muslims in regards to democratic politics, and
when faced with the fact that democracy is a rare phenomenon in the
Muslim world, he turns to other factors such as colonialism, local history,
the state, or social-economic factors to provide reasons for this reality.
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Civil Islam atau Uncivil State?
Masalah Demokratisasi dalam Masyarakat Muslim

Robert W. Hefner, Civil Islam. Muslim and Democratization in
Indonesia (Princeton, NJ: Princeton University Press), 2000.

Saiful Mujani
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Konteks Teoritik

ertanyaan klise, tapi tetap menarik didiskusikan, adalah apakah
Plslam, sebagai doktrin, penafsiran atas doktrin tersebut dalam

proses sejarah, atau pelembagaan terhadap tafsiran tersebut,
mendukung, netral, atau menghambat demokrasi sebagai nilai-nilai
maupun lembaga politik. Dalam studi demokrasi, pertanyaan
semacam ini punya tradisi yang sudah cukup panjang, setidaknya
dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial sejak demokrasi
diujicobakan dalam masyarakat atau negara-bangsa baru di luar
peradaban Barat modern.

Pada tahun 50-an dan kemudian 60-an, salah satu varian dari teori
modernisasi menekankan pentingnya kultur politik dalam hubungannya
dengan tipe rezim dan dengan stabilitas demokrasi. Karya Almond
dan Verba, Civic Culture, boleh disebut sebagai eksemplar dari pro-
gram riset masalah kultur politik dan demokrasi ini. Panasnya suasana
Perang Dingin pada waktu itu, dan kuatnya retorika teori-teori
Dependensia, riset program kultur politik hampir dilupakan orang
Tapi berakhirnya Perang Dingin dengan bangkrutnya negara-negara
Komunis, semakin menyebarnya demokrasi di negara-negara non-
Barat, yang disertai memudarnya retorika teoretisi Dependensia,
terutama mulai pada tahun 80-an, membuat program riset ini ter-
bangun dari tidurnya. Inglehart misalnya muncul dengan tulisan “The
Renaisance of Political Culture” (1988). Meneruskan program riset
Almond dan Verba, Inglehart secara lebih sistematik menunjukkan
bagaimana pentingnya budaya politik bagi stabilnya demokrasi.

Klaim semacam ini diperkuat oleh Making Democracy Work (1993)
dari Putnam, dan meluasnya perhatian ilmuwan sosial terhadap civil
society dalam hubungannya dengan gerakan demokrasi di Eropa
Timur. Menguatnya kecenderungan ini dalam studi demokrasi telah
mendorong Inglehart (1997) untuk mengikrarkan bringing the people
back in untuk menjelaskan variasi dalam demokrasi di planet ini.
“People” yang dimaksud di sini terutama adalah kultur politiknya,
yakni orientasi warga negara tethadap objek politik, termasuk
orientasi positif terhadap demokrasi sebagai nilai-nilai dan sebagai
lembaga politik. Secara lebih khusus studi komparatif Inglehart
menunjukkan pentingnya interpersonal trust di masyarakat terhadap
stabilnya demokrasi.

Kecenderungan ini membuat Democracy in America de Taquevel-
le kembali menjadi sangat penting dan mengilhami karya-karya
kesarjanaan sekarang dalam masalah ini. Untuk kepentingan perban-
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dingan antara peradaban dalam hubungannya dengan demokrasi ini,
karya Bendix dari tradisi Weberian, King or People (1978), menekan-
kan pentingnya peradaban dalam hubungannya dengan tipe negara dan
rezim yang dibentuk. Begitu kuatnya kecenderungan kembalinya
pendekatan kultural ini, Lipset (1994), yang mengembangkan varian
lain dati teori modernisasi, yang lebih menekankan pada aspek sosial
ckonomi, sekarang harus memasukan faktor kultural ini ke dalam
analisisnya tentang demokrasi di dunia.

Di kalangan ahli Islam dan Kawasan Muslim di dunia, terutama
kawasan Timur Tengah, Bernard Lewis (1993, 1988) dan Elie Kedourie
(1994) di antaranya, melihat secara lebih telanjang bagaimana penting-
nya Islam sebagai kultur politlk membentuk institusi dan prilaku
politik non-demokratik di Dunia Arab. Generasi yang lebih muda,
terutama Esposito dan Voll (1996) membantah klaim ini. Mereka,
sebaliknya, mengklaim bahwa Islam punya nilai-nilai yang kondusif
dengan demokrasi, di samping juga ada nilai-nilai yang lebih pas
dengan sistem politik non-demokrasi. Pertanyaannya kemudian,
kenapa politik non-demokrasi dominan di dunia Muslim dalam
rentang sejarah yang panjang dan dalam rentang ruang yang luas dari
Timur di Asia Tenggatra, Asia Tengah atau negara-negara bekas Uni
Soviet, sampai Barat, di Moroko, kalau memang di dalam masyarakat
Muslim ada nilai-nilai demokratis secara signifikan? Atau, apakah nilai-
nilai politik demokratis itu tidak penting dibanding faktor lain dalam
membentuk sebuah rezim demokratis?'

Esposito dan Voll percaya bahwa kultur, dalam hal ini nilai-nilai
Islam, penting untuk membentuk suatu politik, termasuk politik
demokrasi. Tapi ketika yang muncul dalam sebagian besar masyarakat
Muslim tersebut bukan demokrasi, tapi sultanisme, otoritarianisme,
atau kerajaan, maka penjelasannya dicari dari sisi lain, misalnya
konteks sejarah yang spesifik, faktor internasional atau perang antat
negara, atau struktur sosial-ekonomi, bukan kultur politik, dan lebih
spesifik lagi bukan kultur politik Islam. Dengan argumen seperti ini,
apa yang sedang dikatakan sebenarnya adalah bahwa kultur politik
kalah penting dibanding faktor-faktor lain tadi.

Hefner dalam Civil Islam yang saya diskusikan ini pada dasarnya
memasuki wilayah perdebatan tersebut lewat pendekatan dan
imajinasi  sosiologis-historisnya dengan Indonesia sebagai  kasus
utamanya. Argumen utama Hefner adalah bahwa Islam punya benih-
benih kultural yang dapat mendorong tumbuhnya politik demokrasi
di dunia Muslim, tapi benih-benih kultural ini membutuhkan negara
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atau elite negara beradab untuk membuatnya tumbuh menjadi
kekuatan yang positif bagi demokrasi. Di sini Hefner memasang dua
perspektif atau pendekatan sekaligus untuk menjaring kemungkinan
dapat tumbuhnya demokrasi dalam negara-bangsa Muslim:
pendekatan yang berpusat pada kultur atau masyarakat dan pen-
dekatan yang berpusat pada negara. Untuk yang pertama, argumen-
argumen yang menckankan pentingnya civil society atau civic
association ala Tocqueville cs. menjadi dominan. Ketika argumen
ini dirasakan tidak pas untuk menjelaskan hambatan-hambatan
tumbuhnya demokrasi dari masyarakat Muslim sebagai kekuatan
kultural seperti Indonesia, maka Hefner berpaling ke argumen statis,
terutama mengikuti Peter Evans (1996), yang memang dikenal tidak
percaya pada pendekatan kultural untuk menjelaskan berhasil atau
munculnya demokrasi di sebuah negara.®> Apa implikasi teoretis
penggunaan dua pendekatan yang pada dasarnya berbeda ini akan
saya diskusikan pada bagian akhir dalam kupasan ini. Sebelum ke
situ saya akan mendiskusikan bagian-bagian yang lebih detl yang
saya anggap penting untuk mendukung secara historis argumen utama
Hefner tersebut.

Preseden-Preseden Civil Islam

Pertama-tama Hefner menggali akar-akar historis Islam untuk
menemukan di dalamnya semacam preseden kultur demokrasi atau
civic culture. Sejarah, bukan sekedar tumpukan fakta, tapi juga tafsiran
terhadapnya. Karena fakta sejarah adalah fakta sebagaimana ditaf-
sirkan, tidak heran kalau tafsiran atas fakta tersebut tidaklah homogen.
Hampir selalu ada tafsir dan counter-tafsir.

Mengenai preseden kultur demokrasi dalam sejarah Islam, Hefner
telah memilih satu varian dari penafsiran atas sejarah Islam yang
berkembang di antara intelektual dan aktivis Muslim, yakni penafsiran
bahwa sejarah dan peradaban Islam mempunyai benih-benih kultural
bagi demokrasi. Pilihan ini sah saja adanya, sebab di dalam komunitas
Islam sendiri, keyakinan seperti ini ada, walaupun tidak mudah
mengetahuinya seberapa besar varian Muslim demokrat ini. Di
kalangan aktivis dan intelektual Muslim, “tafsiran demokratis” atas
tradisi Islam tumbuh beriringan dengan merebaknya eksperimen
demokrasi di negara-negara baru di dunia Muslim terutama sejak tahun
50-an, dan bersamaan dengan meluasnya interaksi kultural dan
intelektual kaum Muslim dan masyarakat Barat yang telah lebih
dahulu bereksperimen dengan demokrasi.
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Dalam buku ini Hefner mendeskripsikan bagaimana “penafsir-
penafsir demokrat” Muslim ini menafsirkan warisan kultural Islam
mereka. Di Indonesia sekarang, penafsir demokrat yang dijadikan
acuan utama Hefner adalah Nurcholish Madjid, yang sangat gigih
dengan ide-ide tentang pentingnya “tradisi peradaban Islam” dalam
hubungannya dengan kepentingan masyarakat Indonesia membangun
politik demokratis. Selain Nurcholish, Abdurrahman Wahid juga
gigih dengan pembelaannya terhadap demokrasi dan faham kebang-
saan dalam konteks pluralisme bangsa Indonesia, di mana semua
keyakinannya ini dipercaya berakar dalam tradisi Islam.

Nurcholish sendiri banyak ditolong oleh karya-karya kesarjanaan
Barat modern, terutama The Venture of Islam Hodgson dan Beyond
Belief Bellah dalam menafsirkan secara modern warisan peradaban
Islam tersebut. Bagi Bellah, seperti berulang-ulang dikutip Nurcholish,
Islam terlalu modern untuk zamannya sehingga kelembagaan sosial
dan politik yang ada pada waktu itu, yang belum modern, tidak
sanggup menopang nilai-nilai Islam yang modern tersebut. Tiadanya
lembaga yang compatibale dengan Islam yang modern itulah yang
membuat Islam ambruk dalam sejarah peradabannya kemudian.

Keyakinan semacam ini dielaborasi Hefner, terutama untuk pem-
baca, sarjana, atau pengambil kebijakan di masyarakat Barat yang
masih yakin bahwa Islam menghambat tumbuh-berkembangnya
demokrasi di dunia Muslim. Dalam hal ini Hefner berhasil menjadi
“penyambung lidah” inteletual Muslim demokrat Indonesia seperti
Nurcholish dan Abdurrahman Wahid ini. Kalau ini tujuan utama
penulisan buku ini, sebagaimana secara cukup terbuka diungkapkan
Hefner sendiri di awal buku ini, saya kira Hefner telah mencapai
sebagian besar dari tujuannya tersebut.

Bergerak dari keyakinan akan pentingya pemisahan relatif antara
wilayah politik dan agama, sebagaimana dikenal dan dihargai dalam
peradaban manusia modern, Hefner percaya bahwa otoritas Islam
dalam sejarahnya, yakni ulama, tidak sepenuhnya berada dalam
wilayah kekuasaan. Ada preseden, yang bagi Hefner signifikan,
tentang kekuatan-kekuatan sosial-keagamaan yang otonom dari penga-
ruh negara (h. 7). Tapi, Hefner tidak cukup tebal menggambarkan
masalah yang penting ini pada masa klasik Islam atau pada puncak
kemajuan peradaban Islam. Pertanyaannya kemudian, seberapa besar
otonomi ulama ini, dan seberapa besar dampaknya terhadap pelak-
sanaan kekuasaan?

Kalau masa klasik dari sejarah politik Islam dicermati, lepas dari
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pluralisme dan kompleksitas yang merupakan karakteristik umum
dari setiap polity, saya tidak banyak melihat preseden civil Islam.
Apa yang nampak kuat dari masa ini adalah begitu kuatnya personal
rulership yang dibangun atas dasar karisma Nabi atau Sahabat. Krisis
yang dihadapi umat Islam dalam sejarahnya yang paling awal
mengindikasikan hal itu. Apa yang tetjadi sepeninggalan Rasulullah
pertama-tama adalah krisis kepemimpinan yang meliputi kepemim-
pinan agama dan politik sekaligus, bukan krisis perlawanan untuk
membuat otoritas agama berpisah dari politik. Empat Sahabat Nabi,
seperti halnya Nabi, adalah pemimpin-pemimpin yang mencakup dua
wilayah tersebut. Jadi, otonomi otoritas keagamaan dari kekuasaan
itu sebenarnya tidak ada presedennya kalau merujuk pada masa awal
Islam yang merupakan sumber nilai politik penting bagi umat. Tentu
saja banyak aktivis dan intelektual Muslim pro-demokrasi dan pro-
modernisme sekarang “mendemokrasikan” atau “memodernkan”
Madinah, atau “mendemokratkan” Nabi dan para Sahabat itu. Tapi,
bagi saya, itu lebih sebagai “strategi” Muslim demokrat dati pada fakta
sejarah Islam.

Fakta sejarah sederhana yang sering diabaikan para strategis Muslim
demokrat adalah bahwa sebagian besar peralihan kekuasaan politik
di awal sejarah Islam pasca Nabi berlangsung dengan kekerasan. Selain
Abu Bakar, tiga sahabat utama Nabi (Umar, Usman, dan Ali) yang
menjadi pemimpin umat Islam waktu itu mengakhiri kekuasaannya
karena mereka dibunuh, bukan karena musyawarah atau konsensus
sesama elite, apalagi seluruh anggota jama’ah.

Hefner mencatat bahwa diferensiasi struktural antara wilayah
kekuasaan dan agama itu terjadi dalam sejarah umat yang kemudian,
ketika Islam sudah menyebar luas dan berinteraksi dengan masyarakat
yang lebih kompleks. Namun ingin saya katakan, diferensiasi
struktural itu bukan refleksi dari tradisi Islam awal yang biasa dirujuk
sebagai sumber nilai utama bagi umat Islam, apakah itu kelompok
demokrat ataupun konservatif. Karena itu, pemisahan wilayah otoritas
ulama dan penguasa atau negara bukanlah hal yang inberent dalam
tradisi Islam.

Lebih dari itu, otonomi ulama dari negara dalam tradisi Islam ini,
kalaupun ada, bukanlah kecenderungan umum yang menentukan
bangunan politik umat. Pada zaman keemasan peradaban Islam
misalnya, memang ada semacam perlawanan dari Ulama, yang
terkenal misalnya Ahmad Ibn Hambal atau ulama-ulama Ahlul Hadis,
terhadap penguasa dan ulama Istana Baghdad karena penguasa di
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Baghdad dianggap telah menyimpang dari kemurnian ajaran Islam.
Kalau dicermati, substansi dari kritik ulama Ahlul Hadis ini adalah
tekanan pada mendesaknya agar kembali pada kemurnian Islam seperti
yang mereka yakini. Dibanding pemikiran yang berkembang di
kalangan ulama Istana waktu itu, pemikiran Ahlul Hadis ini jauh
lebih sederhana, merefleksikan kesederhanaan jazirah Arabia ketika
itu.

Pemikiran-pemikiran keislaman yang meretleksikan peradaban
manusia yang maju untuk ukuran waktu itu, vang menekankan pada
kebebasan, otonomi akal, dan toleransi, yang bagi kita sekarang
mungkin dianggap sebagai kultur demokrasi, tumbuh di kalangan
ulama Istana, atau ulama yang dekat istana, misalnya ulama-ulama
Mu’tazilah pada masa Khalifah al-Ma’mun. Mereka ini tidak otonom,
melainkan bagian dari kekuasaan. Tapi, substansi pemikiran mereka
bisa disebut mengandung benih-benih yang dituntut civility. Karena
begitu dekatnya ulama ini dengan istana, sampai-sampai, tragisnya,
teologi Mu’tazilah itu sendiri dipaksakan agar diterima oleh ulama-
ulama lain yang tak sefaham.

Di samping itu, banyak sufi yang cenderung otonom dari negara,
tapi otonomi mereka pada masa periode kejayaan Islam tidak bisa
difahami sebagai preseden bagi civic community dalam Islam sebab
substansi dari otonomi mereka adalah asketisme untuk dunia lain,
bukan dunia ini, dan karena itu tidak ada civic engagement yang
signifikan di dalamnya. Dalam perkembangannya kemudian, ketika
Islam mulai memasuki zaman kemunduran dan datangnya kekuatan
kolonial dari Barat di dunia Islam, memang muncul di sana-sini tarekat-
tarekat yang aktif menentang penguasa kolonial yang kafir. Karena
itu, kalau boleh berbicara tentang kecenderungan umum, bukan
keadaan mutlak, dari sejarah Islam yang panjang dan kompleks itu,
yang mengemuka adalah bukan fenomena otonomi ulama dari negara,
tapi fenomena terintegrasinya ulama ke dalam negara. Di setiap
periode sejarah Islam, perlawanan dari kelompok ulama atas negara
memang kadang-kadang muncul, tapi ini bukan pola umum dari hu-
bungan antara kedua wilayah itu.

Hal ini, saya kira, terlihat juga dalam sejarah Islam Nusantara dan
kemudian Indonesia. Sejarah awal Islam Nusantara bisa dianggap unik
karena Islam sampai di kawasan ini tidak melalui ekspansi politik,
tapi melaui perdagangan dan dakwah. Tapi perkembangan Muslim
di Nusantara kemudian menunjukkan kecenderungan umum bahwa
pada akhirnya Islam masuk ke wilayah negara sampai kemudian
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kekuatan kolonial Eropa mengambil alih pusat-pusat kekuasaan. Ini
tidak berarti integrasi agama dan negara berlangsung secara sempurna,
tapi kedekatan, kalau bukan kemenyatuan, otoritas agama dan negara,
bukanlah kecenderungan pinggiran, melainkan kecenderungan utama
pada masa pre-kolonial Nusantara.

Keraguan saya terhadap preseden civil Islam dalam sejarah pra-
moderen dan pra-kolonial Nusantara seperti yang hendak diung-
kapkan Hefner dalam buku ini sebenarnya cukup tergambar dalam
buku ini. Ketika Islam menguat dan mengambil alih kekuasaan secara
bertahap di pesisiran Jawa, maka perkembangan selanjutnya adalah
konflik dan peperangan antara kerajaan Islam Pesisit dan Kerajaan
Hindu-Budha di pedalaman. Setelah ditaklukkan, konversi terhadap
Islam berlangsung, terutama dari elite negara, kemudian ke massa.
Dalam perkembangannya kemudian, Islam menjadi agama resmi
kerajaan adalah kecenderungan umum.

Bagi saya, ini adalah fakta Islam Nusantara pra-modern, yang cukup
untuk meragukan pentingnya preseden civil Islam di sana ketika itu.
Apalagi kalau memperhatikan kenyataan bahwa menguatnya Islam
di Jawa misalnya disertai dengan merosotnya secara tajam populasi
Hindu-Budha dan warisan-warisan peradabannya (h. 29). Gejala
semacam ini bukan hal yang aneh dalam sejarah pra-nmiodern, tapi
tidak bisa juga kemudian terlalu memperhatikan preseden civil Islam
yang kecil itu dengan mengabaikan fenomena uncivil yang lebih besar
tersebut.

Hefner juga menunjukan kasus-kasus di mana dominasi raja atas
rakyat tidak begitu ketat, dan ia menggunakan istilah pluricentrism
untuk menggambarkan pola kekuasaan tersebut (h. 30). Kalaupun
ada kasus yang mencerminkan politik macam ini seperti di daerah
Sulawesi, atau di daerah Buton, di mana kekuatan ekonomi masya-
rakat yang kuat mempengaruhi keputusan dan bahkan penunjukkan
raja, maka peristiwa ini barangkali bukan fenomena umum politik
Muslim Nusantra pre-kolonial. Ia lebih sebagai “kasus yang
menyimpang” dari kecenderungan umum di Nusantara. Tapi dari
kasus yang tidak umum ini Hefner mencoba membuat klaim yang
cukup besar bahwa “politik Muslim harus selalu dikontekstualisasikan
sedemikian schingga prinsip-prinsip umum dari politik Muslim
berjalan secara lokal. Setidaknya,” lanjut Hefner, “sejarah Nusantara
modern awal menunjukkan bahwa tidak ada “penghambat” per-
adaban yang inherent bagi umat Islam untuk mendesakan devolusi
dan pluralisasi kekuasaan.” (h. 30)
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Selanjutnya, politik pluralis itu terpotong mati dengan datangnya
kekuatan penjajah dati Eropa. Yang menarik untuk dicatat dari karya
Hefner ini adalah menguatnya “Islam masyarakat” di masa kolonial
ini justeru ketika pusat-pusat kekuasaan Islam, yakni kerajaan-kerajaan
Islam, ditaklukan pemerintah kolonial. Penguasa baru ini memaksa
otoritas Islam dipisahkan dan disingkirkan dari pusat kekuasaan (h.
33). Menguatnya Islam masyarakat ini salah satunya yang terpenting
tetlembaga dalam pesantren. Tapi Hefner juga tidak banyak melihat
dalam pesantren preseden-preseden civil Islam karena beberapa sebab
yang telah umum ketahui. Yang penting untuk ditegaskan adalah
otoritas kiyai yang mutlak dalam komunitas pesantren, dan santti
dituntut patuh, bukan partisipasi, dalam komunitas tersebut. Bahkan,
pesantren-pesantren di Jawa, seperti dipaparkan Hefner sendiri,
bersikap lemah terhadap pemerintah kolonial. Sikap ini terlihat
misalnya ketika kelompok kiyai dan komunitas pesantren yang
bergabung dalam Nahdlatul Ulama membuat pernyataan bahwa
pemerintahan kolonial tidak bertentangan dengan Islam (h. 36).

Sampai di situ, Hefner memaparkan pesantren pada masa kolonial,
suatu komunitas penting dari masyarakat Muslim Indonesia karena
dipetkirakan jumlahnya besar. Masyarakat pesantren ini ternyata
tidak menunjukkan preseden berarti bagi civil Islam. Lantas preseden
civil Islam itu ada di mana dan kapan?

Memasuki awal abad 20, preseden civil Islam terlihat lebih berarti
dalam wujud Syarekat Islam dan Muhammadiyah. Keduanya
merupakan kekuatan sosial yang berada di luar negara. Tapi, Syarekat
Islam pecah katena perbedaan ideologis di dalamnya hingga
kekuatannya melemah. Pertentangan ideologis di tubuh SI ini, yakni
antara yang berorientasi Islam lawan yang berorientasi Marxis atau
nasionalis sekuler begitu hebat hingga membuat organisasi ini lumpuh.
Bagi saya ini indikasi bahwa ada kekuatan-kekuatan sosial yang sangat
prinsipalis dalam masyarakat Muslim, seperti terlihat dalam sejarah
Indonesia kemudian, dan karena itu kompromi dan konsenus yang
merupakan nilai-nilai penting dari demokrasi dan civility, tidak mudah
dicapai.

Setelah SI runtuh, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tidak
mengidentikkan diri dengan Islam, menjadi kekuatan politik utama
dati bawah. Dalam beberapa hal, PNI barangkali lebih mencerminkan
civil society dalam pengertian menekankan pluralisme dan toleransi
primotdial. Di samping itu, Muhammadiyah yang lebih memberikan
perhatian pada penguatan masyarakat, otonom dari kekuatan negara,
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mungkin preseden yang cukup signifikan bagi civil Islam Indonesia.
Tapi, sebagai bagian dari gerakan Islam modernis, kekuatannya sebagai
civil Islam kemudian menjadi kabur sebab ia ikut masuk ke dalam
perdebatan dan perjuangan “menyatukan” Islam dan negara. Dalam
gerakan modernis ini, ada faksi-faksi yang cukup kuat kecende-
rungannya pada politik yang berlandaskan Syariat Islam.

Keraguan atas preseden ini terbukti setelah Indonesia diproklamir-
kan sebagai negara-bangsa merdeka di mana kekuatan Islam, baik
yang modernis maupun tradisionalis, menjadi bagian dari kekuatan
penting bagi kegagalan tercapainya konsensus sebuah negara-bangsa
modern yang memisahkan wilayah negara dan agama, yang
diupayakan di Konstituante tahun 50-an. Muslim Indonesia, terutama
lewat partai-partai Islam menghendaki Islam dibawa ke dalam negara,
bukan diletakkan sebagai kekuatan otonom di luar kontrol negara.
Aspirasi ini diperjuangkan secara damai di parlemen dan Konstituante,
tapi juga lewat gerakan bersenjata, terutama oleh Darul Islam (DI).
Kekuatan Islam yang tidak kondusif bagi konsensus nasional ini,
bukan saja terlihat dalam perdebatan di Konstituante, tapi juga dalam
gerakan bersenjata di Jawa Barat, Sulawesi (Kahar Muzakar), dan
Aceh. Di sisi yang lain, seperti dipaparkan Hefner, kekuatan Kiri
dalam Pemberontakan Madiun, juga bagian penting dari kegagalan
ini. Semua ini lagi-lagi menorehkan keraguan mendalam tentang
preseden civil Islam atau civil Indonesia ketika itu.

Keraguan ini diperkuat oleh perkembangan politik selanjutnya,
ketika Konstituante dibubarkan, dan ketika politik kepartaian diker-
dilkan oleh Rezim Sukarno yang didukung tentara, tanpa ada
kekuatan sosial yang mampu mencegahnya. Memasuki paruh pertama
tahun 60-an, intensitas konflik politik dan ideologis, juga konflik kelas
sosial meluas dengan korban yang sangat besar. Ada yang menyebut
angka sekitar 700 ribu jiwa. Konflik ideologis ini berlangsung terutama
antara kelompok Islam bersama tentara di satu pihak melawan PKI
dan Sukarno di pihak lain.

Pengalaman tahun 60-an yang pahit, yang jauh dari cerminan civil
Islam, merupakan fakta sejarah yang menciutkan nyali gerakan
demokrasi dari dalam komunitas Muslim seperti diungkapkan oleh
aktivis muda NU kepada Hefner, dan dikisahkan di bagian awal buku
ini. Kegagalan demokrasi tahun 50-an, munculnya rezim otoritarian
Sukarno, dan konflik ideologis antara kekuatan-kekuatan sosial yang
begitu hebat pada paruh pertama tahun 60-an, semuanya adalah fakta
terang tentang tidak adanya preseden signifikan dari civil Islam di

Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, 2001



178 Book Review

bumi Indonesia ini.

Gambaran yang serupa juga dapat dilihat sepanjang rezim Orde
Baru. Namun ada perkembangan menarik pada masa Orde Baru ini,
yang sudah banyak diperhatian para pengamat Islam di tanah air,
termasuk Hefner sendiri. Apa yang dirasakan masyatakat Indonesia
pada umumnya di bawah Orde Baru ini jelas tidak adanya kebebasan
politik. Tidak ada kebebasan buat kekuatan Islam politik, seperti
halnya kekuatan Komunis, untuk tumbuh. Karena represi rezim,
konflik horizontal dan konflik politik relatif menciut pada masa ini,
setidaknya kalau dibandingkan pada masa Orde Lama, khusunya di
masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, atau masa Demokrasi tahun
50-an. Seperti direkam oleh Hefner, dalam konteks politik seperti
ini, Islam masyarakat kembali menguat dan meluas. Bahkan negara
sendiri, terutama lewat Departemen Agama, telah menjadi kekuatan
penting bagi dakwah dan pendidikan Islam di masyarakat. Bersamaan
dengan itu, ada semacam perasaan “toleransi sosial” dan “toleransi
agama” di bawah rezim otoritarian ini. Diskusi tentang toleransi
agama barangkali sangat menonjol di bawah rezim ini, dimulai
terutama di bawak kepemimpinan Mukti Ali di Departemen Agama
pada tahun 70-an. Aspek ini kurang dielaborasi dalam buku ini,
berbeda dengan tulisan-tulisan pengamat Islam pada masa rezim
Soeharto yang ditulis ketika rezim tersebut masih berjaya.

Mengelaborasi masalah ini barangkali menarik dan relevan untuk
buku ini misalnya dengan membandingkan tingkat toleransi sosial
dan agama pada masa rezim ini (1967-1998) dibanding pada masa rezim
Sukarno (1959-1966) dan bahkan rezim demokratis tahun 50-an, dan
dibanding dengan masa rezim parca-Socharto sekarang untuk menguji
klaim utama buku ini tentang signifikannya Civil Islam di Indonesia.
Misalnya saja dengan membandingkan berapa jumlah korban
kekerasan sosial dan politik atas dasar sentimen agama, berapa jumlah
rumah ibadah dirusak karena alasan yang sama, pada empat rezim
tersebut. Dugaan saya, kuantitas dan kualitas korban kekerasan atas
nama agama pada masa kuatnya rezim Socharto (1970-1997) secara
umum lebih rendah dibanding pada masa-masa sebelum maupun
sesudahnya. Kalau ini benar, maka toleransi sosial-kegamaan di
masyarakat pada dasarnya tidak berarti, sebab apa yang terlihat sebagai
“toleransi” itu sebenarnya represi rezim terhadap konflik horizontal.

Hefner juga mencermati semakin meluasnya Islam atau santrinisasi
di masyarakat pada masa Orde Baru tersebut, termasuk di kalangan
masyarakat terpelajar (kampus-kampus sekuler) dan perkotaan.
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Perkembangan sosial Islam ini, bagi Hefner, bisa menjadi basis sosial
bagi tumbuhnya kelas menengah Muslim dengan cita-cita politik
demokratis. Muncul generasi pemikir muda Muslim modernis yang
mengusung ide-ide yang sangat positif bagi demokrasi dengan tokoh
utamanya Nurcholish Madjid. Kelompok Nurcholish, kemudian juga
kelompok Abdurrahman Wahid, bisa dilihat sebagai kekuatan sosial
Muslim bagi demokrasi. Kelompok inilah yang merupakan landasan
utama Hefner untuk optimis dengan demokrasi dalam masyarakat
Muslim, dan untuk mengatakan kepada masyarakat dunia, khususnya
Barat, bahwa Islam dan Muslim tidak monolitik. Ada di dalamnya
kekuatan-kekuatan pro-demokrasi, terutama kalau dilihat dari
gagasan-gagasan dan nilai-nilai politik yang digeluti dan desebarkan
oleh kelompok ini di masyarakat. Orang tentu saja boleh bertanya,
seberapa besar sesungguhnya masyarakat Muslim di Indonesia yang
mendukung ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan politik-keagamaan
yang dikembangkan Nurcholish cs. tersebut. Sebelum ada studi yang
ketat dan sistematik terhadap masalah tersebut, Hefner saya kira sah
saja untuk percaya dan optimis dengan kekuatan dan pengaruh
kelompok demokrat Muslim ini di masyarakat Indonesia. Demikian
juga orang yang berpandangan sebaliknya.

Tumbuhnya kelas menengah Muslim, atau kelas menengah pada
umumnya, yang pro-demokrasi tersebut, bagi banyak pengamat ketika
itu dilihat oleh rezim Soeharto sebagai ancaman. Dalam buku ini,
Hefner juga punya pandangan yang kurang lebih sama. Socharto
berupaya untuk menghentikan laju tersebut, di samping untuk
memperkuat dukungan terhadapnya ketika pendukung utama
kekuasaannya, tentara, dirasakan tidak solid lagi. Dukungan Soeharto
terhadap pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI) dalam tafsiran politik ini merupakan salah satu upaya untuk
mencapai tujuan tersebut. Setelah kurang lebih sepuluh tahun, berbeda
ketika ia menulisnya di awal tahun 90-an, Hefner kurang lebih punya
tafsiran seperti itu terthadap ICMI. Katanya, “ICMI adalah organisasi
yang disponsori Soeharto dan dirancang untuk memobilisasi
dukungan umat Islam pada saat satu segmen militer menentang
Socharto. Soeharto juga ingin menggunakan ICMI untuk menghadang
gerakan prodemokrasi dengan cara membelanya berdasarkan garis
keagamaan” (h. 125).

Namun demikian, Hefner masih menyisakan ruang yang cukup
dalam buku ini untuk menunjukan heterogenitas di dalam ICMI itu
sendiri, dan karena itu tidak bisa mengklaim begitu saja bahwa ICMI
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sebagai organisasi kelas menengah Muslim telah gagal menyemai nilai-
nilai dan ruang bagi demokratisasi. Ia memberikan porsi yang cukup
besar untuk menunjukkan bagaimana pentingnya peran intelektual
independen di dalam ICMI, terutama Nurcholish Madjid dan Dawam
Rahardjo. Bersamaan dengan itu, Hefner juga melihat bahwa faksi
ini secara moral paling berpengaruh, tapi secara politik praktis jauh
kalah dibanding faksi birokrat dan aktivis. Dengan kata lain, faksi
intelektual yang independen kalah pengaruh dalam tawar-menawar
dengan kekuasaan. Namun juga harus dicatat bahwa intelektual seperti
Nurcholish dan Dawam, tanpa ICMI sekalipun, sudah lama dikenal
sebagai figur dan artikulator Islam yang pro-demokrasi yang sangat
menonjol, dan tidak membuat mereka lebih berpengaruh dengan
terlibat di dalam ICMI. Dengan kata lain pula, ICMI sebenarnya tidak
signifikan untuk gerakan demokrasi. Yang menunjol di hadapan
publik pro-demokrasi, seperti sekarang diamini Hefner sendiri, bahwa
Soeharto menggunakan ICMI untuk kepentingannya.

Kepentingan Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya
dengan cara menggunakan sentimen Islam secara lebih gamblang lagi
diungkapkan Hefner dalam bab 6 dan bab 7 buku ini. Secara tegas
Hefner menggunakan kata keras seperti “Islam rezimis” untuk meng-
ungkapkan bagaimana Soeharto dan aktivis Islam menggunakan Islam,
dan bagaimana Islam diselewengkan dari cita-cita demokratisnya.
Secara terang-terangan Hefner menyebut lembaga dan orang-orang
yang masuk ke dalam kategori “Islam rezimis” ini, dan yakin bahwa
rezim Socharto dan Muslim rezimis ini merupakan faktor yang
menghambat bagi menguatnya demokrasi di kalangan Muslim
Indonesia. Lebih dari itu, Hefner percaya bahwa rezim Soeharto
dan Islam rezimis ini bertanggungjawab di banyak kerusuhan dan
kekerasan agama dan etnik di tanah air. Secara umum Hefner meng-
gunakan istilah “negara tak beradab” untuk menggambarkan prilaku
negara atau elite negara yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk
mempertahankan kepentinganya, yang berimplikasi serius terhadap
tidak berkembangnya benih-benih civil Islam pada masa ini.

Apa yang dipaparkan dalam bagian ini lebih merupakan ceritera
dan persepsi yang berkembang dari mulut-ke-mulut di Jakarta yang
belum dapat dibuktikan kebenarannya. Hefner telah mengambilnya
secara luas dan menjadi bagian dari landasan “empirik” dari konsep
“negara tak beradab” yang menghambat berkembangnya civil Islam
dalam konteks yang spesifik ini. Ini juga kemudian yang menjadi
salah satu landasan bagi Hefner untuk melihat pentingnya perspektif
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Statis a-la Evans dalam menafsirkan hubungan negara dan civil
sosciety, atau lebih khusus lagi, social capital.

Uncivil State

Penggunaan dua perspektif yang betbeda, yang berpusat pada
masyarakat dan yang berpusat pada negara, mungkin sebagai upaya
untuk menjelaskan hubungan civil Islam dan demokratisasi ini secara
lebih “menyeluruh.” Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan pers-
pektif “sintesis” ini dilakukan setelah mencermati secara sistematis
dan ketat bahwa kekuatan sosial bukan merupakan faktor penting
bagi naik-turunnya demokrasi di Indonesia, atau di negara-negara
Muslim pada umumnya? Atau itu dilakukan atas dasar observasi yang
selektif, dan karena itu bias? Sebelum masuk ke persoalan ini, saya
ingin mengeksplisitkan apa sebenarnya yang hendak dijelaskan buku
ini.

Yang dicoba dijelaskan buku ini adalah “demokratisasi” sebagai-
mana dalam anak judul buku ini “Muslim dan demokratisasi di
Indonesia.” Apa yang Hefner maksud dengan “demokratisasi” tidak
secara spesifik digambarkan, dan kalau cara berpikir ketat seperti ini
dipaksakan dalam membaca buku ini, pasti akan kecewa. Namun
demikian sejarah sosial-politik Muslim Indonesia yang dipaparkan
Hefner dalam buku ini setidaknya membantu mengantarkan kita
masuk pada masa-masa yang relatif demokratis, dan masa-masa yang
relatif otoritarian. “Demokrasi” dan “otoritarianisme” adalah tipe-
tipe rezim yang penjelasannya bisa dicati. Salah satunya dari sejarah
sosio-kultural Muslim. Dalam menelusuri sejarah Civil Islam ini,
Hefner mencermati interaksi antara kelompok-kelompok Muslim
dalam hubungannya dengan kekuasaan schingga menjadi sangat sulit
untuk meletakan secara analitik bahwa salah satu dari dua entitas itu
lebih menentukan atas yang lainnya. Namun demikian, apa yang
dipaparkan dari keseluruhan buku ini, kita tidak bisa melihat bahwa
Civil Islam itu sebagai sesuatu yang penting dalam sejarah sebab pada
akhirnya uncivil state itu yang dominan dan membentuk keberadaan
civil Islam. Dengan kata lain, dalam pencarian ini, ketika Hefner
menemukan dalam masyarakat Muslim pola-pola interaksi sosial-
politik yang tidak mencerminkan demokrasi, maka Hefner kemudian,
bukannya mencermati variasi-variasi nilai politik dalam masyarakat
Muslim atau dalam Islam seperti yang biasa dilakukan pendekatan
kultural atas politik, mungkin ada yang cenderung demokratis dan
mungkin ada yang cenderung tidak, dan yang mana yang dominan
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dari keduanya dalam fase historis tertentu, melainkan menekankan
bagaimana tidak beradabnya negara atau faksi yang dominan dalam
negara (penguasa kolonial, rezim Soekarno, dan rezim Soeharto)
terhadap kelompok-kelompok Muslim. Perlakuan terhadap kultur
politik Muslim seperti ini, secara tidak sadar, sesungguhnya
mengurangi, kalau bukan meniadakan, arti penting civil Islam untuk
menjelaskan demokratisasi. Arti penting Islam tidak mesti harus
positif, tapi bisa juga negatif terhadap demokrasi. Ia menjadi tidak
penting, kalau ia berdampak netral. Mengatakan bahwa civil Islam
tidak berkembang menjadi kekuatan yang membantu memunculkan
politik demokrasi karena uncivil state, sama dengan mengatakan
bahwa yang terpenting bagi demokratisasi adalah negara dan prilaku
elite negara (civil atau uncivil). Karena itu, “Muslim” bagi
demokratisasi kemudian menjadi tidak penting. Kesan ini yang kuat
dalam buku tersebut walapun Hefner mencoba menggunakan logika
simetrik dalam hubungan antara civil society atau civil Islam dan
negara.

Pertanyaan saya kemudian, kenapa ada pola yang begitu sistematis
di dunia Islam di era pasca-perang dingin ini di mana third wave of
democratization tidak terjadi di sana? Bagi saya, Huntington dan para
komparativis yang lain berbicara dengan fakta yang kuat bahwa rezim
demokrasi di dunia Muslim adalah fenomena yang langka di tengah-
tengah peradaban lain (Katolik, Kristen Ortodoks, dan Konfusius)
sedang merayakan pesta demokrasi ini. Kalau bukan kultur politik
Muslim, lalu apa? Faktor penjajahan? Faktor ekonomi? Faktor negara
dan elite negara?

Gabungan antara ketiga faktor ini merupakan tulangpunggung
dari argumen teori Dependensia dan statisme tahun 60-an hingga
pertengahan tahun 80-an.” Dengan munculnya negara-negara demo-
krasi baru di Amerika Latin, Asia Timur, dan Eropa Timur, yang
sebagian besar, kalau bukan seluruhnya, mengalami penjajahan Barat,
maka argumen dependensia dan statis menjadi tidak lagi meyakinkan.
Orang seperti O’Donnel, yang merupakan pentolan argumen
dependensia dan statis untuk studi demokrasi atau otoritarianisme,
kemudian mengalihkan perhatiannya pada pendekatan elite. Tapi,
bagi O’Donnel, pentingnya elite sulit dicari polanya sehingga sampai
pada ungkapannya yang terkenal bahwa munculnya demokrasi lebih
karena “kebetulan dan keberuntungan.”® Bagi saya, klaim ini menun-
jukkan kelumpuhan analitik dari tradisi ini dalam upaya menjelaskan
demokrasi.
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Namun demikian, pendekatan statis dan dependensia, punya
kerangka yang cukup jelas untuk menjelaskan demokratisasi (sukses
ataupun gagal). Faktor utama yang diperhatikan adalah penjajahan
dan kapitalisme global (dijajah atau tidak dijajah, dependen atau
independen dari kapitalisme global) lepas dari masalah apakah faktor
ini meyakinkan atau tidak dalam menjelaskan demokratisasi. Ketika
faktor ini diabaikan, dan kemudian lebih terfokus pada negara atau
elite negara untuk menjelaskan demokratisasi, maka persoalan analitik
muncul: Bagaimanapun demokrasi adalah sebuah rezim atau
pemerintahan, sebuah lembaga politik, sebuah kolektivitas, yang tak
bisa dipisahkan dari negara, atau bahkan ada yang menggunakan istilah
negara dan pemerintahan secara bergantian, maka argumen statis tidak
bisa memposisikan negara secara cukup independen untuk menje-
laskan demokrasi atau demokratisasi.

Tapi, lain halnya kalau apa yang mau dijelaskan adalah variasi
dalam “civil Islam” itu sendiri (lemah atau kuat misalnya). Pendekatan
statis atau elite negara saya kira bisa cukup independen secara analitik
untuk menjelaskan civil Islam. Kalau jalan ini yang ditempuh, seperti
yang dilakukan Tarrow dan Skocpol, dalam kritiknya terhadap
Putnam, maka kita akan mengorbankan arti penting civil Islam
sebagai penjelas. Bagi orang-orang statis ini, memang pola analitik
seperti ini yang diyakini benar. Pada kasus Civil Islam Hefner ini,
perspektif analitik yang menjadikan civil sosciety atau civil Islam
sebagai output dari proses politik tidak terlihat secara jernih. Yang
nampak adalah semacam kekurangjelasan untuk mengklaim apakah
civil Islam penting untuk demokratisasi dan apakah negara atau elite
negara penting bagi civil society dan demokratisasi. Memang ada
semangat untuk mensintesakan kedua perspektif tersebut, tapi hasil
sintesanya tidak begitu jelas secara analitik. Yang lebih tampak adalah
eklektisisme dalam memadukan dua perspektif yang berbeda tersebut.
Tapi Hefner sendiri dalam diskusi langsung dengan saya, cenderung
menghindari causal mechanism semacam ini, dan dengan konsep
“Konstitusi masyarakat” yang dikembangkan sosiolog Anthony
Giddens, ia lebih memperhatikan hubungan interaktif antara civil
Islam dan negara dalam rangka proses demokratisasi tersebut. Dengan
perspektif seperti ini, buku Civil Islam ini sulit masuk ke dalam
mainstrem studi akademik tentang demokrasi di dunia.

Lepas dari masalah analitik ini, Hefner dalam bukunya ini telah
merangsang perdebatan kesarjanaan yang menggairahkan untuk topik
yang semakin banyak peminatnya ini. Ke depan diperlukan studi

Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, 2001



184 Book Review

komparatif yang lebih sistematik lintas ruang dan waktu apakah
memang civil Islam itu signifikan dan penting dampaknya terhadap
demokratisasi dalam masyarakat Muslim. Lebih dari itu, karya ini
telah menghidupkan kembali perdebatan penting di kalangan sarjana
politik Indonesia 60-an tentang kegagalan demokrasi Indonesia tahun
50-an. Herbert Feith(1962) percaya bahwa kegagalan tersebut sebagian
besar karena dominannya elite yang berorientasi pada solidarity maker
dibanding yang berorientasi admintratur atau teknokratik. Terhadap
pendapat ini Harry Benda (1982) berpendapat bahwa persolan
utamanya tidak terletak pada elite politik, tapi pada tradisi politik
Indonesia yang tidak mengenal politik modern atau demokrasi.

Namun demikian, Indonesia sekarang sedang memulai kembali
politik demokrasi, dan masih terlalu pagi untuk memperkirakan
apakah ia akan sukses atau gagal. Karya Hefner ini, bagaimana pun,
telah membantu memperkaya peralatan untuk mengira-ngira dan
untuk hati-hati sejak dini mengenai kemungkinan-kemungkinan
demokrasi Indonesia ke depan.
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Catatan Akhir

1. Belum ada studi empirik secara sistematik dan analitik untuk membantah atau
menerima klaim bahwa Islam sebagai kultur politik adalah faktor yang meng-
hambat demokrasi. Kalaupun ada, maka “kultur politik Islam” biasanya di-
operasikan secara terbatas pada proporsi penduduk yang beragama Islam di se-
buh negara. Semakin tinggi proporsi ini menunjukkan bahwa negara tersebut
berkultur politik Islam lebih kuat. Studi analitik terakhir dengan cara seperti
ini, lihat misalnya Ross (2001), Prezeworski at al (2000), Liddle dan Mujani
(2000), dan Mildarsky (1998). Hasilnya belum konklusif. Sejauh ini belum ada
yang melakukan studi analitik tentang masalah ini dengan cara mengoperasikan
konsep Islam baik sebagai fenomena keberagamaan maupun kultur politik se-
cara lebih dalam, misalnya proporsi penduduk di sebuah negara yang percaya
bahwa dalam Islam tidak diakui pemisahan antara agama dan negara, atau ke-
harusan negara berdasarkan atas hukum Islam, kecuali studi sangat awal dan
terbatas yang dilakukan Tessler (2001) atas sejumlah negara Timur Tengah (Me-
sir, Palestina, Maroko, dan Aljazair). Dia menemukan bahwa Islam sebagai kul-
tur politik punya dampak negatif yang cukup signifikan atas dukungan publik
terhadap demokrasi.

2. Pendekatan statis mulai populer pada tahun 70-an, kelanjutan dari Analisis Kelas
dan Dependensia, terutama ketika negara-negara Amerika Latin gagal memba-
ngun demokrasi karena kapitalisme global, kata mereka, mensyaratkan negara
otoritarian untuk kelangsungan kapitalisme itu sendiri di sebuah negara. Selain
Evans, Skocpol adalah teoretisi terdepan untuk pendekatan statis ini. Mereka
pada dasarnya tidak percaya pada pentingya masyarakat atau kultur politik diban-
ding negara dalam proses politik. Skocpol dan Tiorina (1999) dan Tarrow (1996)
secara sistematik mengeritik pentingnya civil society atau kultur politik seperti
yang dikembangkan Putnam cs.

3. Satu varian dari pendekatan statis terhadap demokrasi yang banyak dikembang-
kan untuk studi kasus kawasan Timur Tengah adalah “retier state” di mana negara-
negata yang pendapatnnya sangat bergantung pada ekspot hasil bumi, terutama
minyak, punya kemampuan untuk menjadi sangat independen dalam hal penda-
patan negara dari masyarakat, dan bahkan punya kemampuan untuk “membayar”
rakyat agar tidak banyak menuntut. Akibat dari independensi negara dari kekua-
tan ckonomi masyarakat ini, dalam rentier state kewajiban rakyat untuk mem-
bayar pajak sangat rendah atau bahkan tidak ada, dan karena itu tidak ada alasan
untuk rakyat menuntut keterbukaan dan pelayanan publik yang lebih baik. Kare-
na itu partisipasi massa, yang merupakan indikator penting demokrasi, menjadi
tidak tumbuh. Pendeknya, demokrasi tidak berkembang karena sifat “rentier”
dari negara. Untuk analisis ini lihat misalnya Ross (2001) dan Anderson (1987).
Tapi, dalam analisis multivariate, Ross (2001) menemukan bahwa pentingnya
faktor “rentier state” tidak menghapuskan signifikansi faktor negatif Islam ter-
hadap demokrasi.

4. Lihat O’Donnel, Schmitter, dan Whitehead (1986). Analisis empirik lebih cang-
gih dari semangat O’Donnelian atas demokratisasi, lihat Prezeworski et al (2000).

Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, 2001



186 Book Review

Bibliografi

Almond, Gabriel, dan Sidney Verba. 1963. Civic Culture. Political Attitudes and
Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Anderson, Lisa. 1987. “The State of the Middle East and North Africa.” Comparative
Politics 20.

Benda, Harry J. 1982. “Democracy in Indonesia.” dalam [nterpreting Indonesian
Politics. Thirteen Contributions to the Debate. Disunting oleh Benedict Anderson
dan Audrey Kahin. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesian Project.

Bendix, Reinhard. 1978. Kings or People. Rule and the Mandate to Rule. Berkeley,
CA: University of California Press.

Esposito, John L., dan John O. Voll. 1996. Islam and Democracy. New York: Oxford
University Press.

Evans, Peter. 1996. “Government Action, Social Capital, and Development:
Reviewing the Evidence on Synergy.” World Development 24 (6).

Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca,
NY: Cornell University Press.

Inglehart, Ronald. 1997. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic,
and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

, 1988. “The Renesance of Political Culture.” American Political Science Review

82 (4).

Kedourie, Elie. 1994. Democracy and Arab Political Culture. London: Frank Cass.

Lewis, Bernard. 1993. “Islam and Liberal Democracy.” Atlantic Monthly 271.

__, 1988. Political Language of Islam. Chicago: Chicago University Press.

Liddle, R. William, dan Saiful Mujani. 2000. “Islam, Kultur Politik, dan Demokratisasi.
Sebuah Telaah Komparatif Awal” Jurnal Demokrasi dan HAM 1 (1).

Lipset, Seymour Martin. 1994. “The Social Requisites of Democracy Revisited.”
American Sociological Review 59 (1).

Mildarsky, Manus I. 1998. “Democracy and Islam: Implications for Civilizational
Conflict and Democratic Peace.” International Studies Quarterly 42.

O’Donnell, G. O., P.C. Schmitter , dan L. Whitehead. 1986. Transition from Autho-
ritarian Rules/Prospects for Democracy 4. Balimore: John Hopkins University Press.

Prezeworski, Adam, et al. 2000. Development and Democracy. New York: Cambridge
University Press.

Ross, Michael L. 2001. “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics 53.

Skocpol, Theda, and Morris P. Fiorina. 1999. “Making Sense of Civic Engagement
Debate.” Civic Engagement in American Democracy. Disunting oleh Theda
Skocpol dan Morris P. Fiorina. Washington D. C.: Brooking Institution Press.

Tarrow, Sidney. 1996. “Making Social Science Work across Space and Time: Critical
Reflection on Robert Putnam’s Making Democracy Work.” American Political
Science Review 90 (2).

Tessler, Mark. 2001. “Islam and Democracy in the Middle Fast: The Impacts of Reli-
gious Orientations on Attitudes towards Democracy in Four Arab Countries.”
Mimeo.

Saiful Mujani adalab Kandidat PhD dalam Ilmu Politik, Obio State Uni-
versity, Columbus, dan peneliti pada Pusat Kajian Islam dan Masyarakat
(PPIM), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, 2001



